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Latar Belakang 
• Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

dalam hubungan antar manusia dan antar negara 
merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. 
HKI juga merupakan sesuatu yang given dan 
inheren dalam sebuah masyarakat industri atau 
yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya 
senantiasa mengikuti dinamika perkembangan 
masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya 
dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang 
mau tidak mau bersinggungan dan terlibat 
langsung dengan masalah HKI  



Latar Belakang 

• Secara umum Hak Kekayaan Intelektual 
dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: 
Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. 
Sedangkan Hak Kekayaan Industri 
meliputi Paten, Merek, Desain Industri, 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, 
Rahasia Dagang dan Varietas 
Tanaman.  
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Latar Belakang 

• Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan 
Indonesia sebagai anggota WTO (World 
Trade Organization) mengharuskan 
Indonesia menyesuaikan segala peraturan 
perundangannya di bidang Hak Kekayaan 
Intelektual dengan standar TRIP's (Trade 
Related Aspects of Intellectual Property 
Rights) yang dimulai sejak tahun 1997 
dan diperbaharui kemudian pada tahun 
2000 dan tahun 2001  



Latar Belakang 
• Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya 

konvensi-konvensi internasional di bidang Hak 
Kekayaan Intelektual dan juga telah 
menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang 
diharuskan yaitu Undang-undang tentang Hak 
Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek.  

• Permasalahan mengenai Hak Kekayaan 
Intelektual akan menyentuh berbagai aspek 
seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, 
dan berbagai aspek lainnya  



Latar Belakang 
• aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya 

perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek 
hukum  

• Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai 
permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak 
Kekayaan Intelektual tersebut  

• Hukum harus dapat memberikan perlindungan 
bagi karya intelektual, sehingga mampu 
mengembangkan daya kreasi masyarakat yang 
akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya 
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  



Latar Belakang 
• Aspek teknologi juga merupakan faktor yang 

sangat dominan dalam perkembangan dan 
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  

• Perkembangan teknologi informasi yang sangat 
cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa 
semakin sempit, informasi dapat dengan mudah 
dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia  

• Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan 
Intelektual menjadi semakin penting. Hal ini 
disebabkan Hak Kekayaan Intelektual merupakan 
hak monopoli yang dapat digunakan untuk 
melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya.  



Pengertian 
• Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena 

kemampuan intelektual manusia 

• Hakikat HAKI adalah adanya suatu ciptaan atau 
kreasi, apakah iu di bidang seni, industri, ilmu 
pengetahuan, atau kombinasi 

• Hak yang imbul dalam HAKI : 
– Hak Ekonomi, yaiu hak khusus bagi pencipta untuk 

mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dan aau 
memberi izin kepada orang lain 

– Hak Moral yakni hak yang berkenaan dengan 
mengadakan larangan bagi orang lain untuk 
mengadakan perubahaan karya ciptaannya 



Hak Cipta (Copy Right) 
• Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin 
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 
perundang-undangan yang berlaku  

• Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 
yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan 
pikiran, imajinasinya, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang 
dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi 

• Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan 
dua orang atau lebih maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang 
yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau 
jika tidak ada orang itu, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang 
menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas 
bagian ciptaannya.  

• Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan 
oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang 
merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.  



Hak Cipta (Copy Right) 
• Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain 

dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah 
pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, 
kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak 
mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila 
penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas  

• Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak 
lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.  

• Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan 
pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap 
sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila 
diperjanjikan lain antara kedua pihak  

• Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal 
daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai 
penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai 
penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya  



Dasar Hukum Hak Cipta 

• Undang-undang Hak Cipta (UUHC) 
pertama kali diatur dalam Undang-undang 
No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. 
Kemudian diubah dengan Undang-undang 
No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 
diubah lagi dengan Undang-undang No.12 
Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC 
kembali mengalami perubahan dan diatur 
dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002  



Dasar Hukum Hak Cipta 
• peraturan pelaksana yang masih berlaku yaitu : 

– Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 1986 Jo Peraturan 
Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;  

– Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang 
Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan 
Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;  

– Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan 
Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic 
Works;  

– Keputusan Presiden RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan 
WIPO Copyrights Treaty;  

– Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1988 tentang Pengesahan 
Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal 
Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara 
Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;  

– dst 



Hak Cipta (Copy Right) 

• Ciptaan adalah hasil setiap pencipta dalam 
bentuk yang khas dan menunjukkan 
keasliannya dalam lapangan ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra 

• Pemegang Hak Cipta adalah pencipta 
sebagai pemilik hak cipta atau orang yang 
menerima hak tersebut dari pencipta, atau 
orang lain yang menerima lebih lanjut hak 
dari orang tersebut diatas. 



Hak Cipta (Copy Right) 
• Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, 

pameran, penjualan, pengedaran, atau 
penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan 
alat apapun, termasuk media internet, atau 
melakukan dengan cara apapun sehingga suatu 
ciptaan dapat di baca, didengar atau dilihat orang 
lain.  

• Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu 
ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian 
yang sangat substansial dengan menggunakan 
bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, 
termasuk pengalihwujudan secara permanen 
atau temporer.  

 



Hak Cipta (Copy Right) 
• Pendaftaran Hak Cipta TIDAK DIHARUSKAN, karena tanpa 

didaftarkan pun hak cipta tetap dilindungi UUHC 
• Kesulitan bila tidak didaftarkan adalah dalam pembuktian 

jika ada sengketa hak cipta bila dibandingkan dengan yang 
sudah didaftarkan 

• Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak 
ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang 
nyata.Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu 
kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, 
pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan 
ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan 
yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan 
apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan 
tersebut.  



• Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang 
hak cipta atau pemegang hak terkait, kepada 
pihak lain untuk mengumumkan dan/atau 
memperbanyak ciptaannya atau produk hak 
terkaitnya dengan persyaratan tertentu.  

• Dewan hak cipta adalah dewan yang diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan 
usulan Menteri Kehakiman yang memberikan 
penyuluhan, bimbingan dan pembinaan tentang 
hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas 
wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan 
anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di 
bidang hak cipta.  



• Hak cipta dapat dialihkan baik 
seluruhnya maupun sebagian karena 
:  
–pewarisan;  

–hibah;  

–wasiat;  

–perjanjian tertulis; atau  

– sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh 
peraturan perundang-undangan  



• Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya : 
– buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan(lay 

out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis 
lain;  

– ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan 
itu;  

– alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan 
ilmu pengetahuan;  

– ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks;  
– drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan 

pantomim;  
– seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni 

ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni 
terapan;  



• arsitektur; 

• peta; 

• seni batik; 

• fotografi; 

• sinematografi; 

• terjemahan,  

• tafsiran,  

• saduran,  

• bunga rampai, 

• dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan. 



• Negara memegang hak cipta atas karya 
peninggalan prasejarah, sejarah dan 
benda budaya nasional lainnya;  

• Negara memegang hak cipta atas folklor 
dan hasil kebudayaan rakyat yang 
menjadi milik bersama seperti cerita, 
hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, 
kerajinan tangan, koreografi, tarian, 
kaligrafi dan karya seni lainnya.  

 



Perlindungan atas suatu 
ciptaan 

• Hak cipta atas ciptaan:buku, pamflet, dan semua 
hasil karya tulis lain;drama atau drama musikal, 
tari, koreografi;segala bentuk seni rupa, seperti 
seni lukis, seni patung dan seni pahat;seni 
batik;lagu atau musik dengan atau tanpa 
teks;arsitektur;ceramah, kuliah pidato dan 
ciptaan sejenis lain;alat peraga;peta;terjemahan, 
tafsir, saduran dan bunga rampai;berlaku selama 
hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 
(lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal 
dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak 
cipta berlaku selama hidup pencipta yang 
meninggal dunia paling akhir dan berlangsung 
hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. 



• Hak cipta atas ciptaan: program komputer, 
sinematografi, fotografi, database, karya hasil 
pengalihwujudan berlaku selama 50(lima puluh) 
tahun sejak pertama kali diumumkan; 

• Perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku 
selama 50(lima puluh) tahun sejak pertama kali 
diterbitkan;  

• Jika hak cipta atas ciptaan tersebut di atas 
dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, 
hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun 
sejak pertama kali diumumkan  



• Hak cipta yang dimiliki/dipegang oleh 
Negara berdasarkan:Pasal 10 ayat 
(2) UUHC berlaku tanpa batas 
waktu;Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) 
UUHC berlaku selama 50 (lima 
puluh) tahun sejak pertama kali 
diterbitkan. 



Ciptaan yang tidak dapat 
didaftarkan  

• ciptaan di luar bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra;  

• ciptaan yang tidak orsinil;  

• ciptaan yang tidak diwujudkan dalam 
suatu bentuk yang nyata;  

• ciptaan yang sudah merupakan milik 
umum;  



Syarat Pendaftaran Ciptaan  
• Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua (formulir 

dapat diminta secara cuma-cuma pada kantor Ditjen HKI), 
lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di 
atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);  

• Surat permohonan pendaftaran ciptaan 
mencantumkan:nama, kewarganegaraan dan alamat 
pencipta;nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang 
hak cipta; nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; 
jenis dan judul ciptaan;tanggal dan tempat ciptaan 
diumumkan untuk pertama kali;Uraian ciptaan rangkap 3; 

• Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat 
diajukan untuk satu ciptaan;  

• Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan 
pemegang hak cipta berupa fotocopy KTP atau paspor;  



• Apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus 
dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut;  

• Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh 
seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut;  

• Apabila permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka 
untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki 
tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI;  

• Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari 
seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus 
ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon;  
– Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak;  
– Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya;  
– Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan sebesar Rp. 75.000, khusus untuk 

permohonan pendaftaran ciptaan program komputer sebesar Rp. 150.000;  
 

 



Ciptaan dinyatakan hapus  

• Dalam Pasa1 44 UUHC disebutkan bahwa 
kekuatan hukum dari suatu pendaftaran 
ciptaan hapus karena:  
– penghapusan atas permohonan orang, suatu 

badan hukum yang namanya tercatat sebagai 
pencipta atau pemegang hak cipta;  

– lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29, 30, dan 31 dengan mengingat Pasal 
32;  

– dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

 



Pelanggaran Hak Cipta  
• Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu 

pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut 
melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak 
cipta.  

• Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, hal-hal 
sebagai berikut: 
– Pengumuman dan/atau perbanyakan Lambang Negara dan 

Lagu Kebangsaan menurut sifatnya yang asli;  
– Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang 

diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama 
pemerintah, kecuali jika hak cipta itu dinyatakan dilindungi, 
baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan 
pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu 
diumumkan dan/atau diperbanyak; atau  

– Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian 
dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau 
sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus 
disebutkan secara lengkap.  
 

 



• Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan :  
– Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, 

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan 
suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;  

– Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna 
keperluan:pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;ceramah yang semata2 
untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;pertunjukan atau pementasan 
yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan 
yang wajar dari pencipta. 

– Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam 
huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan tersebut 
bersifat komersial;  

– Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan 
cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, 
lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang 
bersifat non komersial semata-mata untuk keperluan aktifitasnya;  

– Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas 
karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;  

– Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program 
komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.  



Paten  
• Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara 

kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, 
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri 
Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya 
kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).  

• Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam 
suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang 
teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau 
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.  

• Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa 
orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang 
dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.  

• Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten 
atau pihak yang menerimahak tersebut dari pemilik paten 
atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, 
yang terdaftar dalam daftar umum paten.  



• Hak prioritas adalah hak pemohon untuk 
mengajukan permohonan yang berasal dari 
negara yang tergabung dalam Paris Convention 
for protection of Industrial Property atau 
Agreement Establishing the World Trade 
Organization untuk memperoleh pengakuan 
bahwa tanggal penerimaan di negara asal 
merupakan tanggal prioritas di negara tujuan 
yang juga anggota salah satu dari kedua 
perjanjian itu selama pengajuan tersebut 
dilakukan dalam kurun waktu yang telah 
ditentukan berdasarkan Paris Convention 
tersebut.  



Peraturan mengatur tentang 
paten  

• Undang-undang No. 14 Tahun 2001 
tentang Paten (UUP);  

• Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang 
Agreement Establishing the World Trade 
Organization (persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia);  

• Keputusan Presiden No.16 Tahun 1997 
tentang Pengesahan PCT and 
Regulationsunder the PCT;  



• Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997 
tentang Pengesahan Paris Convention 
forthe Protection of Industrial Property;  

• Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 
tentang Tata Cara Permintaan Paten;  

• PeraturanPemerintah No.11 Tahun 1991 
tentang Bentuk dan Isi Surat Paten;  



• Keputusan Menkeh No. M.O1-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang 
Paten Sederhana; 

• Keputusan Menkeh No. M.O2-HC.O1.10 Tahun 1991 tentang 
Penyelenggaraan Pengumuman Paten; 

• Keputusan Menkeh No. N.O4-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang 
Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya 
Paten; 

• Keputusan Menkeh No. M.O6-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang 
Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten; 

• Keputusan Menkeh No. M.O7-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang 
Bentuk dan SyaratsyaratPermintaan Pemeriksaan Substantif 
Paten; 

• Keputusan Menkeh No. M.O8-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang 
Pencatatan danPermintaan Salinan Dokumen Paten; 

• Keputusan Menkeh No. M.O4-PR.O7.10 Tahun 1996 tentang 
Sekretariat KomisiBanding Paten; 

• Keputusan Menkeh No. M.O1-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Tata 
CaraPengajuan Permintaan Banding Paten;  



Hak yang dimiliki pemegang 
paten  

• Pemegang paten memiliki hak eksklusif 
untuk melaksanakan paten yang 
dimilikinya dan melarang orang lain yang 
tanpa persetujuannya : 
– dalam hal paten produk: membuat, menjual, 

mengimport, menyewa, menyerahkan 
memakai, menyediakan untuk dijual atau 
disewakan atau diserahkan produk yang diberi 
paten; 

– dalam hal paten proses: menggunakan proses 
produksi yang diberi paten untuk membuat 
barang dan tindakan lainnya sebagaimana 
yang dimaksud dalam huruf a . 



Hak yang dimiliki pemegang 
paten 

• Pemegang paten berhak memberikan lisensi 
kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian 
lisensi; 

• Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi 
melalui pengadilan negeri setempat, kepada 
siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak 
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam butir 1 diatas; 

• Pemegang paten berhak menuntut orang yang 
dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak 
Pemegang Paten dengan melakukan salah satu 
tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam 
butir 1 di atas; 



Kewajiban pemegang paten  
• Pemegang paten wajib membayar biaya 

pemeliharaan yang disebut biaya tahunan; 
• Pemegang paten wajib melaksanakan 

patennya di wilayah Negara Republik 
Indonesia kecuali apabila pelaksanaan 
paten tersebut secara ekonomi hanya 
layak bila dibuat dengan skala regional 
dan ada pengajuan permohonan tertulis 
dari pemegang paten dengan disertai 
alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh 
instansi yang berwenang dan disetujui 
oleh Ditjen HKI. 



lingkup dari invensi yang memperoleh 

perlindungan dalam bentuk paten sederhana  

• Setiap invensi berupa produk atau 
alat yang baru dan mempunyai nilai 
kegunaan praktis disebabkan karena 
bentuk, konfigurasi, konstruksi atau 
komponennya dapat memperoleh 
perlindungan hukum dalam bentuk 
paten sederhana.  

 



No  Keterangan  Paten  Paten Sederhana  

1 Jumlah klaim  1 invensi atau beberapa 
invensi yang merupakan 
satu kesatuan invensi  

1 invensi  

2 Masa perlindungan  20 tahun terhitung sejak 
tanggal penerimaan 
permohonan paten  

10 tahun terhitung sejak 
tanggal penerimaan paten  

3 Pengumuman 
Permohonan  

18 bulan setelah tanggal 
penerimaan  

3 bulan setelah tanggal 

penerimaan  
4 Jangka waktu 

mengajukan 

keberatan  

6 bulan terhitung sejak 
diumumkan  

3 bulan terhitung sejak 

diumumkan  

5 Yang diperiksa 
dalam pemeriksaan 

substantif  

Kebaruan(novelty), 
langkah inventif, & dapat 

diterapkan dalam industri  

Kebaruan(novelty),dapat 
diterapkan  

6 Lama Pemeriksaan 
Substantif  

36 bulan terhitung sejak 
tanggal penerimaan 
permohonan pemeriksaan 
substantif  

24 bulan terhitung sejak 
tanggal penerimaan 
permohonan pemeriksaan 
substantif  

7 Objek paten  Produk atau proses  Produk atau alat  



• Dalam permohonan paten dapat diajukan 
satu invensi, atau beberapa invensi akan 
tetapi harus merupakan satu kesatuan 
invensi. Satu kesatuan invensi yang 
dimaksud adalah beberapa invensi yang 
memiliki keterkaitan antara satu invensi 
dengan invensi yang lain, misalnya suatu 
invensi berupa alat tulis yang baru beserta 
tinta yang baru. Alat tulis dan tinta 
tersebut merupakan satu kesatuan, 
karena tersebut khusus untuk digunakan 
pada alat tulis baru tersebut.  
 



Invensi yang tidak dapat 
diberi paten  

• proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan 
atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku, moralitas agama, 
ketertiban umum atau kesusilaan;  

• metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau 
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau 
hewan;  

• teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan 
matematika; atau  

• semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;  
• proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman 

atau hewankecuali proses non biologis atau proses 
mikrobiologis.  



Pemberian Paten 
• Paten diberikan atas dasar permohonan dan memenuhi 

persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur 
dalam UUP.  

• Sistem first-to-file adalah suatu sistem pemberian paten yang 
menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali 
mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila 
semua persyaratannya dipenuhi. Sistem paten yang diterapkan di 
Indonesia menganut sistem first-to-file, dalam Pasal 34 UUP 
disebutkan " Apabila untuk satu invensi yang sama ternyata 
diajukan lebih dari satu permohonan paten oleh pemohon yang 
berbeda, hanya permohonan yang diajukan pertama atau terlebih 
dahulu yang dapat diterima ".  

• Suatu permohonan paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, 
mengingat sistem paten Indonesia menganut sistem first-to-file. 
Akan tetapi pada saat pengajuan, uraian lengkap penemuan harus 
secara lengkap menguraikan/mengungkapkan penemuan 
tersebut.  



Merek  
• Yang dimaksud dengan merek adalah suatu "tanda" yang berupa 

gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna 
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memliki daya 
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan 
jasa.  

• Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 
barang-barang sejenis lainnya.  

• Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara 
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 
jasa-jasa sejenis lainnya.  

• Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang 
dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dengan 
diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara 
bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa 
sejenis lainnya.  



Fungsi Merk 

• Tanda pengenal untuk membedakan hasil 
produksi yang dihasilkan seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama 
atau badan hukum dengan produksi orang 
lain atau badan hukum lainnya;  

• Sebagai alat promosi, sehingga 
mempromosikan hasil produksinya cukup 
dengan menyebut mereknya;  

• Sebagai jaminan atas mutu barangnya;  

• Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.  

 



Dasar Pengaturan Merk 

• Undang-undang No.15 Tahun 2001 
tentang Merek (UUM).  



Pihak yang dapat mengajukan 
pendaftaran merek  

• Orang (persoon);  

• Badan hukum (recht persoon);  

• Beberapa orang atau badan hukum 
(pemilikan bersama/merek kolektif);  



Fungsi Pendaftaran Merk 

• Sebagai alat bukti bagi pemilik yang 
berhak atas merek yang didaftarkan;  

• Sebagai dasar penolakan terhadap merek 
yang sama keseluruhan atau sama pada 
pokoknya yang dimohonkan pendaftaran 
oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis;  

• Sebagai dasar untuk mencegah orang lain 
memakai merek yang sama keseluruhan 
atau sama pada pokoknya dalam 
peredaran untuk barang/jasa sejenis.  



Merek yang tidak dapat 
didaftarkan  

• didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak 
baik;  

• bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, 
kesusilaan, atau ketertiban umum;  

• tidak memiliki daya pembeda;  

• telah menjadi milik umum; atau  

• merupakan keterangan atau berkaitan dengan 
barang atau jasa yang dimohonkan 
pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UUM).  



Merek yang harus ditolak 
oleh Ditjen HKI  

• mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang 
dan/atau jasa yang sejenis;  

• mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 
sejenis; 

• mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 
yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah; 

• mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
indikasi geografis yang sudah dikenal; 

• merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan 
hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang 
berhak; 

• merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, 
lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun 
internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; 

• merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi 
yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas 
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 



Perlindungan Merk 
• Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk 

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak 
tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. 
Atas permohonan pemilik merek jangka waktu 
perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap 
kali untuk jangka waktu yang sama.  

• Permohonan perpanjangan pendaftaran merek dapat 
diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya 
secepat-cepatnya 12 (dua belas) bulan sebelum 
berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek 
terdaftar tersebut sampai dengan hari terakhir masa 
berlakunya perlindungan hukum terhadap pendaftaran 
tersebut.  



Desain Industri  
• Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan 
daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang 
memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi 
atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, 
barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.  

• Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara 
Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama 
waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya 
kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.  

• Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang 
berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for protection 
of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade 
Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di 
negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga 
anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut 
dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris 
Convention tersebut.  



Dasar Hukum 

• Undang-undang No.31 Tahun 2000 
tentang Desain Industri (UUDI), dan 
mulai berlaku sejak tanggal 20 
Desember 2000.  



Lingkup perlindungan 
desain industri  

• Desain industri yang baru. Desain industri 
dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, 
desain industri tersebut tidak sama atau berbeda 
dengan pengungkapan yang telah ada 
sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan.  

• Tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, ketertiban 
umum, agama, atau kesusilaan.  

• Perlindungan terhadap hak desain industri 
diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 
terhitung sejak tanggal penerimaan.  


